_ WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 26 TAITUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGOGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

Menimbang ;4. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 384/KEP/HK/2021
tentang Pcrubahan Atas Jampitan Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
114/ KEP/HK /2021 tentang Pemerintah
Kabupaten/Kota Penerima Banluan Keuangan yang
Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2021, tanggal 29 Oktober 2021,
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola
Kupang Tahun Angparan 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan
Peraturan Walikota tentang FPerubahan Atas
Peraturan Walikola Kupang Nomor 24 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran
2021;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor § Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1996
MNomor 43, Tambahan Lembaran Negara Eopublik

Indonesia Nomor 3633);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara ERepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambabhan Lembaran
Negara Repubbik Indonesia NMomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421):

Undang—lUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206, Tambahan

Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomoer 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republilkk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2020 lenlang
Cipta HKerja (Lembaran Ncpara Republik Indoncsia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 657 3);



&. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

10.

11

12.

13.

14,

15.

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerash {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomaor 4028);

Feraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Hadan Layanan Limum
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Ferubahan Peraturan Pemerimtah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Lavanan Umum (Lombaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53410);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Penmbangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negaura Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraluran Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 Lenilang
Standar Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lentang
Pemibinaan cdan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 6041},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara
Republilke Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemecrintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewaluasi Penyelenggaraan Pemerintah



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

- tentang Pedoman . Pengelolaan Investasi Pemerintah

Dacrah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2012
MNomor 754;

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kermampuan Keuanpan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana
Operasional |Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menieri dalam MNegeri Nomor 64 Tahun 2020
icntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 888);

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor © Tahun 2021 tentang
Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah lenlang
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah fentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah,
dlan Rancangan Prraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah
Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kupang Nomor 217);

22, Peraturan Walikota Kupang Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Kupang Tahun 2021 Nomor 341);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;' PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24
TAIHUN 2021 TENTANGC PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomeor 541), diubah
sebagai berikut :

Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai benikurt :
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.146.387.269.396.00

b. Bertambah Rp. 3.000.000.000.00

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.149.387.269.396.00

2. Belanja Daerah
a. Semula Ep. 1.181.901.334.565.00
b. Bertambah Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.184 .901.334.565.00

Surplus/ Defisit Rp. (35.514.065.169.00)

3. Pembiayaan Daergh

a, Penenmaan

1) Semula Rp. 41.773.315.169.00
Z] Bertambah RBp. -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 41.773.315.169.00
Setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1} Semula Rp. 6.259.250.000.00

2) Bertambah Rp. -



Jumlah Pengeluaran Pembiayvaan Daerah Rp. 6.259.250.000.00
Setelah Perubghan

Jumiah Pemhia}'.aan Netto Setelah Perubahan Rp. 35.514.065.169.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal Il
Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2021

,D./WALIK_ KUPANG,
N R. RIWU KORE fv

ﬁ:IEF'IR

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2021

& ;,—%’ERE:;/-TARJS DAERAH KOTA KUPANG
E.
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BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 543
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